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ABSTRACT

Tha Governmeant of the village is a sub system from the system of organization of national
Government that directly underthe County Govermment. Act No. 23-year 2044 about local governance
has given various changes fowards increased prosperily to the community through good service,
as well as maximum performance directly and transparently. As & community represeniative
nstitutions af the level of villages and carry out supervision of the conduct of the Government’s
constitative Bodies in the vilfage, Kampung (BAIMUSKAM) is a Government partner villages and o
support each other in their deliberalions as well as discussing regulation at the level of development
ofthe village. Thus the two sides jaintly carrying oul the mandate from the community. BAMUSKAM
has the task along with the head of Kampung to plan and sef policy in the exerciss of governance
and development. BAMUSKAM Is also the representative of the community in this case can
participate in the supervision of the Organization of the development as wall as governarnice at the
level of the viffage.

This research aims fo describe and analyse the implementation of the BAMUSKAM function
in the Nugwa district of Regency Mamberamo Danama Middie Year 2018. Ressarch results show
that implementation of the BAMUSKAM function in the making of the reguiation already concluded
and realised very well, but in accommodating the aspirations of the community and monitor the
Govermmenl's performance has not been fullest in Hometown s implementation because it is shill
a lack of understanding from members of the BAMUSKAM against the execution of the dufies and
functions that are performed based on regulations.

Pemeriniahan desa adslah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan
pemeriniehan Nasional yang langsung berada di bawah pemarintah Kabupaten. Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbsgai perubahan kearzsh

peningkatan kessjahieraan kepada masyarakat melaiui pelayanan yang baik, serta kinerja yang
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maksimal secara langsung dan transparan.Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat
desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, Badan
Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) merupakan mitra kerja pemeriniah Kampung dan
untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat
kKampung. Dengan demikian kedua belan pihak bersama-sama mengsmban amanah darl
masyarakat. BAMUSKAM memiliki tugas bersama dengan Kepala Kampung untuk merencanakan
dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemsrintanan dan pembangunan. BAMUSKAM
juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan
penvelenggaraan pembangunan serta pemerintahan ditingkat Kampung.

Penelilian inl bertujuan unfuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi
BAMUSKAM di Kampung Danama Distrik liugwa Kabupaten Mamberameo Tengah Tahun 2018.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi BAMUSKAM dalam pembuatan regulas!
sudah terlaksana dan terealisasi dengan baik, 2kan tetapi dalam menampung aspirast masyarakat
dan melakukan pengawasan kinerjz pemerintzh Kampungbelum maksimal dalam pelaksanaannya
dikaranakan masih kurangnya pemahaman dari anggota BAMUSKAM terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlakil.
Pendahuluan

Pelaksanaan otornomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah dilaksanakan
serentzak diseluruh Indonesia, undang-undang ferssbut menjadi landasan pemberianotonomi secara
luas kepada daersh Kabupaten maupun Kota, utamanya dalam mengeskpresikan petensi
pembangunan yang dimiliki. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu
meningkatkan deya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keedilan,
keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman dasrsh dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tertang Pemerintanan Daersh pasal 200 avat
1 dapat diketahui bahwa dalam penyelengoaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan
penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Pemerintah desa adalah kagiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang

merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legisiatif desa™,

" Undany-Undang Womor 23 Tahoa 2014 eatinyg Paserintabun Duersh
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Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan
berbagai perubahan kearah peningkatan kesejanteraan kepada masyarakat meialui peiayanan
yarig baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dalem Permendagn
Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa ;" Desa adalah desa dan desa adat atsu yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang dizkui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
indonesia”.Berdasarkan definisi dari desa tersebut desa di Papua lebih familiar disebut sebagai
Kampung.

Dalam Undang-undang Nomor € Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1)
dijelaskan bahwa:"Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti aleh Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa uniuk memusyawarahkan
hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa™®

Mengacu kepada penggunaan nama Kampung terhadap desa-desa yang ada di Papua
maka Badan Permusyaratan Desa di Papua lebih familiar disebut sebagai BAMUSKAN.
BAMUSKAM merupakan mitra kerja pemerintah Kampung dan untuk saling mendukung dalam
musyawarah serla membahas peraturan pembangunan di tingkat Kampung. Dengan demikisn kedus
belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. BAMUSKAM memiliki tugas
bersama dengan Kepala Kampung untuk merencanakan dan mensiapkan kebijakan dalam
melaksanakan pemennizhan dan pembangunan fisik Kampung BAMUSKAM juga adalah perwakilan
masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunen
serta pemerintanan di tingakat Kampung.Selain itu, BAMUSKAM juga berkewajiban untuk
memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Kampung.BAMUSKAM dan Kepala Kampung perlu
meningkatkan psiaksanaan Koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses
pembangunan di Kampung. Qleh karena itu, BAMUSKANM sebagal badan permusyawaratan yvang

anggotanya berasal dart masyarakat Kampung tersebut dan dipilin secara demokratis.

¥ TIndang-Tindanpg Nomor & Tabun 2074 tentang Deasa
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Disamping menjalankan fungsinya sebagal tempal yang menghubungkan, antara Kepala
Kampung dengan masyarakat, dengan adanya BAMUSKAM diharapkan penyampaian aspiras|
mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik Kampung yang selaras dengan kebijskan
Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan
Kampung (BAMUSKAM) adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Kampung yang
dikelola cleh Kepala Kampung selaku pemerintah. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pada Pasal 31 fungsi BPD / BAMUSKAM diantaranya
: membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepals Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Kampung BAMUSKAM
memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyaiurkan
aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan batwa keberhasilan Kampung dapat dilinat dari
seberape efekiiinya peren serta BAMUSKAM dalam menjalankan fungsinya, Namun pada
kenyataannya pelaksanaan fungsi BAMUSKAM di Kampung Danama Distrik llugwa Kabupaten

Mamberamo Tengah masih belum optimal™

Tinjauan Pustaka
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan
Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demakrasi dalam pengawasan penyelenggeraan pemenintahan
sebagai unsur penvelengaara pemerinizhan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Mentri Dalam
Megri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Telnis Peraturan Desa Pasal 1
angka(4) : *Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BFDadalzh lembaga
yang melaksanakan fungs: pemerintahan yang anggotanya marupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa selanjulnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan
penivujudan demokrasi dalam penvelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintanan Desa.Badan Permusyawsaraian Dess untul sstiap kabupaten diatur berdasarkan

¥ Weror Hellv, 2011, Himperian Perainran Teatang Adar siredal, Birg Pemkam Dacrah Proving Papua; Javepurs,
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peraturan daerah yang diterbitican aleh Bupati selaku kepala daersh.Peraturan daerah kebupaten
kota dibuat oleh DPRD kabupaten fkota bersama Bupati/\Wealikcta. Badan Permusyawaratan
Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serla menetapkan peraturan desa bersama
Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa
terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD Kinerja pemeriniah desa dalam menyelenggarakan
pemerintahan desa diawasi oleh BPD,

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebihbaik bahkan
lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap
pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingua masyarakal merasa tenwakili kepentinggnnya

untuk mencapal pemenmniah desayang lebih baik.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumigh anggota BPD ditelapkan dengan jumiah gasal. Pada Pasal Sayat (2), jumiah anggota
EPD paling sedikit ima orang dan paling banyak sambilan orang dengan memparhatikan wilayah,
parempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Dasa. Peresmian anggota BPD ditetapkan
dengan keputusan BupatiVWalikota Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil
ketua, dan satu orang sshkretans. Susunan pimpinan BPD dipilihdari dan aleh anggota BPD secara

langsung melaiui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk periama kali, penyelenggaraan

rapat BPD dipimpin oleh anggota teriua dan dibantu oleh anggola termude.

Fungsi BPD
Pada Pasai 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:
a Membahas dan menyspakati Rancangan Persturan Dess bersama Kepala Dasz;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antarza |ain:
a. Mengawasi danmeminta keterangan tentang penyalenggaraan Pamerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
b. Menyaigkan pendapaian atas penyelenggaraan Pemesrintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan [lesa dan pemberdayasn masyarakat
Desa; dan
c. Mendapaikan biaya operasions! pelaksanaan tugas dan fungsinya d;ri Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.
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Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk
a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Dasa:
b. Mengajukan pertanyaan;
¢. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan

e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa zkhir jabatan Kepala Desa, BPD bartugas untuk memberitahukan secara tertulis
kapada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya.Kemudian, BPD
barhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak
barpihak, Panitia ini terdin dan unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakal
Desa. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat,
penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan iebih akuntabel yang didukung dengan sistemn
pengewasan dan keseimbangan antara Pemerintah Dese dan lambaga Desa. Lembaga Desz,
khususnya EPD yang dalem kedudukannys mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan
Pemenntahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyat visi dan misi yang sama Apabila
terjadi pelanggaran ierhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban
mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuzi dengan kewenangan yang
dimiliki.itulah salah satu fungsi pengawasan vang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakulkan pengawasan dan evaluasi

secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa®

Metode Penelitian

Fenelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan dokumentasi
dalam bentuk berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi BAMUSKAM di Kampung
Danama dan dokumsn-dokumen lain vang tidak secara khusus membahas fungsi BAMUSKAM
tapi memiliki relevansi dengan pelaksanaan pemerintahan Kampung. Dokumen-dokumen yang
tidak secara langsung membahas pelaksanaan fungsi BAMUSKAM dipakai sebagai sumber data
untuk melacak nalar atau logika yang mendasart klaim kebenaran suatu wacana. Dokumen-dokumen

regulasi penyelenggaraan fungsi BAMUSKAM diperigkuken sebagal sumber data utama dan bahan

¥ Soemantr, Bumbang Trisandono. 20011 Pedeman Fenyvelenggaraan Pemerimiohan Dese; Fokusmediy, Bandung
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analisis dalam menguraixan pelaksanaan fungsi EAMUSKAM di Kampung Danama Distrik llugwa
Kabupaten Mambaramo Tengsh

Analisis deskriftif kualitatif untuk menganalisis berbagei data den informasi yang diperoleh
dilapangan yang dilakukan melalui tiga kegiatan dan terjedi secara bersamaan vaitu reduksi data,
sgjian data dan penarikan kesimpulan. Penggunaan teknik analisis kualitatif ini bertujuan untuk
mengambarkan secara riil pelaksanaan fungsi BAMUSKAM di Kampung Danama Distrik llugwa

Kabupaten Mamberamo Tengah®™

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis menghubungkan kaitan antara hasil wawancara lapangan
dengan pandangan teoritis yang digunakan yaitu melalui pendekatan pelaksanaan fungsi
BAMUSKAM yang dianalisis dari tiga fungsi utama BAMUSKAM dianiaranya : Membahas dan
menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung, dan melakukan pengawasan kinerja kepala

Kampung. Dari beberapa fungsi BAMUSKAM tersebut akan diabahas sebagai barikut :

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung

Fungsi |legislasi yvang dimaksud disini yaitu fungsi Badan Permusyaratan Kampung
(BAMUSKAM) vang berkaitan dengan perumusan dan penetapann peraturan Kampung. Fungsi
periama yang harus dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) di Kampung
Danama Distrik llugwa Kabupaten Mamberamo Tengah adzalah membahas dan menyepakati
rancangan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung. Dimana dalam menetapkan peraturan
ini BAMUSKAM dan Kepala Kampung melalui garis hubungan timbal balik melakukan diskusi dan
musyawarah dalam mengambil keputusan untuk menetapkam peraturan Kampung. Pelaksanaan
fungsi ini bisa berjalan dengan adanya dukungan sumber daya manusia (Perangkat Kampung,
BAMUSKAM, dan masyarakat) yang disertai dengan perencangan yang beik, terarsh serta transparan
terhadap masyarakat. Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Kampung, Badan
Permusyawaratan Kampung di Kampung Danama berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2018 tentang Badan Permusyewaraian Desa. bersama-sama dengan Pemerintah

Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung).

* Miles don Huberman( 1992y, JAnaifvls Data Kealizaeif: Buka Siember: Metode-metadefara.

b=
P B =l =
(ST T -

e

"I.-.__:‘ 4 | FES JENDEM 31

=

———




Pensetapan Peraiuran Kampungyvang dilakukan oleh Badan Permusyaratan Kampung
(BAMUSKAM) bersama-sama Pamerintah Kampung di Kempung Daname, dimulai dari BAMUSKAM
dan Kepala Kampung mengajukarn rancangan Peraluran Kampung kemudian akan dibahas bersama
dalam rapat BAMUSKAM dan setelah mengalami penambahan dan perubshan, kemudian rancangan
Peraturan Kampung tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagi Psraturan
Kempung Dalam menjalankan tugasnya, BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung Danama telah
mengeluarkan Peraturan Kampung serta Rencana Pembangunen Jangka Menengah Kampung
(RPJMK) Tahun 2017 Berikut petikan wawancara dengan bapak Daniel seleku sekretaris Kampung |

"Kalau scal pembahasan Peraluran Kampung yang selama inf dilakikan oleh BAMUSKAM

bersama kami perangkat Kampung sudah beralan dengan baik, tahun 2077 kami sudah

membual rencans pembangunan Jangka meanengah Kampung dengan mengacu kepsda
feperiuan apa saja yang dibutuhican oleh masyarakat Kempung”
Berdasarkan hasil wawancara diatasdapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan
Kampung (BAMUSKAM) dalam menstapkan Peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung
yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan Kampung telah

dilaksanakan dengan baik

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi Pengayom yang dimaksud disini adalah menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. BAMUSKAM sebagzi salah satu elemean dalam Pemeriniah Kampung bertanggung
jaweb dalam pelaksanszan kegiztan menampung aspirasi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan
pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan
atau tulisan, yang dimaksud dengan penyampaian dalam benluk lisan sepert penyampaian aspirasi
masyarakat oleh BAMUSKAM dalam musyawarah Kampung yang dinadiri Kepala Kampung,
sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu panyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka
penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Menampung aspirasi
masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang
dilaicukan di sekretariat BAMUSKAM, diadminisirasikan dar disampaikan dalam musyawarah
Kampung.

Pelaksaraan fungsi BAMUSKAM dalam manampung dan menyalurkan aspirasi masvarakat
di Kampung Danama Disink llugwa dilakukan dangan cara penyampaian aspirasi melalui forum

rembug Kampung atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung. Pada

— . = __,._,_‘ I--- I?'*n;f'r
82 JENDELA : b e




farum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama,
adat, masyarakat serta mengikut sertakan BAMUSKAM guna membahas mengenai permasalahan
maupun pregram yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerinlah Kampung. Selain itu,
penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat MUSRENBANG
Kampung.Akan tetapi, hal tersebut belum terlaksana dengan baik di Kampung Danama.dimana
fenamena yang terjadi di lapangan ditemukan sebuah fakia bahwa peranan BAMUSKAM dalam
pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakal Kampung masih sangat minim.
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Kampung Danama dengan
bapak Afbertus Uage selaku kepala Kampung :
‘memanyg sudafi disadari bainwa BAMUSKAM memiliki peran yang sangat penting dalam
perkembangan Kampung karena dalam situasi tertentu BAMUSKAM berkedudukan
sebagai wekl dan masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat yang ada di Kampung,
namun sejauhini mesih ada beberapa dari fungsi BAMUSKAM yang belum ferfaskasana
dengan baik”
Seperti yang dimaksud oleh bapak Kepala Kampung Danama diatas bahwa BAMUSKAM belum
maksimal dalam malaksanakan fungsinya sebagai penyaiur aspirasi masyarakat Kampung, dalam
hal ini kurangnya pengetahuan anggota BAMUSKAM terhadap tugas dan fungsinya itu
sandiri. Dimana Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) sebagal wekil rekyat di Kempung
adalah sebagai tempat bagi masyarakat Kampung untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk
menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk
disampaikan kepada instansi atau lembaga terkat untuk itu dibutuhkan pangetahuan oleh
masyarakat tentang keberadaan dan peranan BAMUSKAM. Pernyataan diatas juga diparkuat
oleh Bapak Bayok Uaga sebagai Ketua BAMUSKAM, yang di wawancarai di Kanter Kampung
Danama, belisu menambshkan :
‘Sejauli imi hubungan yang teqalin antara anggota BAMUSKAM lainnya berjalan dengan
baik, namun beberapa dari anggota BAMUSKAM sudah ada yang berusia lanjut sshingga
helrau mudeh fupa dan sulit dalam berkomunikasi sehingga mereka kurang paham
mengenai fungsi dari anggofa BAMUSKAM fusandir”
Senada denganwawancars diatas, ada beberapa respon masyarakat yang kuranngaik terhadap

pelaksanaan fungsi BAMUSKAM yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BAMUSKAM

Tl | o
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dsngan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh

beberapa warga Kampung Danama. Berikut petikan wawancara dari beberapa masyarakat di

Kampung Danama ;

Petikan wawancara dengan bapak Yohanes selaku masyarakat Kampung Danama
‘beberapa darni anggola BAMUSKAM belum mengefahui tugas secara jelas yang pada
akhimya lerjad| disharmonis dengan Pemerintah Kempung.”

Senada dengan hasil wawncara dengan bapak Simon selaku masyarakat Kampung Danama
"BFPD tidak pexaternadap kspentingan masyarakat karena jarang mengunivngi masyarakat
alibatnya pola komunikasi yang terbengunkurang efektif Biasanya kegiatan seperti
Musrembeng dilaksarshkan delam beberapabulan sekali, tapi kami diindang pada saat
har pelaksanaannya itv saja.”

Berbeda dari pelaksananaan fungsi BAMUSKAM sebelumnya dalam menyepakati rancangan

Peraturan Kampung barsama Kepala iKampung, dapat dilihat dari heberapa hasil wawancara yang

dilakulkan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksansan fungsi penvampaian aspirasi

masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BAMUSKAM jarang melskukan kegiatan

di Kampung yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi meiglui forum

warga yang dapat mengumpulken beberapa keluhan-keiuhan dan masyarakat terkait perkembangan

Kampuing.

Fungsi Pengawasan

Fengawasan adalah salah satu fungsi BAMUSKAM, pengawasan yang dimaksud disini
gdaleh pengawasan vang dilakukan EAMUSKAM terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kampung,
penggunaan anggaran dan juga belania daerah serta keputusan Kepala Kampung. Fungsi sebagai
pengawas BAMUSKAM dituntun lebih professicnal dan lebih memahami sistem pemerinizh
dan slur orgenisasi dslam Kampung tersebutl Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh
BAMUSKAM di KampungDanama belum terlalu maksimal meskipun dalam pslaksanasn
pemerintah yang berjalan di Kampung ini bersifat iebih kuitural namun sifat kultural vang dimiliki
justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan keria antara BAMUSKAM
dengan Pemerintah Kampung. Hal ini dibenarkan oleh bapak Deanus Welela selaku Kaur Pelayanan

Kampung Danama ;
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"Hubungan kami dengan BAMUSKAM tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan
pola kerja menjadi sedikit kaku, adanya hubungan keluarga ini membuat keduanya
(BMUSKAM dan Pemenntah Kampung) berjalan secara fleksibel tanpaunsur-unsur yang
menhaasar.
Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara
BAMUSKAM dengan Pemerintah Kampung kadang menimbulkan menfaat dan kemudahan namun
disatu sisi juga melemahkan secara konstitusi tugas dari BAMUSKAM itu sendiri karena edanya
unsur pembiaran dan pengewasan tidak berlangsung secara ketat, apalagi mengingat hubungan
keduanya adalah hubungan keluarga sehingga metode penyelesaian masalahpun dilakukan secara

kekeluargaan termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan pengawasan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalsh, maka kesimpulan dari penslitian ini adzizh
masih terdapat kelemshan dalam pengawasan peraturan Kampung yang dilakukan oleh BAMUSKAM
di Keampung Danama Disirik llugwa Kabupaten Mamberamo Tengah, yang disebabkan cleh masih
kurangnya pemahaman anggota BAMUSKAM terhadap fungsinya.

Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM)dalam hal membahas dan
menyepakati rancangan peraturan Kampung, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan
pengawasan kinerja Kepala Kampung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi
dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeds dengan fungsi dalam menampung
aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung vang belum maksimal
dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggoia BAMUSKAM terhadap

tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang beriaku,

Saran

1. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggeta BAMUSKAM Kampung
Danama agar pengawasan pemerintahan Kampung mulai dari proses legislasi sampai
pengawasan APB Kampung serta peraturan ampung dapat berjalan maksimal. Halini dapat
dilakukan dengan melakukan pelatinan dan penyuluhan kepada anggota BAMSUKAM. Jika
diperiukan, dapat dilakukan pergantian anggota BAMSUKAM yang lebih kompeten dalam

melaksanakan tugasnya.
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2. Diperlukan sosialisasi vang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarekat mengenai
kebaradaan BAMUSKAM serta tugas dan fungsi BAMUSKAM di Kempung Danema. Selain
itu pendanaan untuk kegiatan operasional EMSUKAM perlu ditingkatkan untuk kesejshteraan
anggota BAMUSKAM. Namun, hanys jika penyelenggaraan BAMUSKAM Kampung Danama

telah sesuai dengan ketentuan datam Undang-Undang.
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